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1 Pengantar

Kita perlu sangat hati-hati di sini karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yakni kerusakan
hutan yang kemudian dikonversi menjadi kerugian. Untuk itu, harus ada kesepakatan dengan apa
yang dimaksud dengan kerusakan hutan. Apapun definisinya, kerusakan hutan tentulah menyangkut
adanya perubahan terhadap beberapa variabel atau atribut hutan yang diselidiki. Untuk mendeteksi
suatu perubahan, pastilah kita memerlukan titik acuan yang tepat sebagai standar untuk mengu-
kur besarnya perubahan. Tentu saja tidak setiap perubahan suatu variabel atau atribut merupakan
kerusakan, apalagi hingga menyebabkan kerugian lingkungan. Hal ini tergantung pada tujuan dari
penggunaan tanahnya.

2 Faktor yang Mempengaruhi Nilai

2.1 Peruntukan Tanah

Secara garis besar, tanah di Indonesia dialokasi ke dalam dua kelompok besar, yakni kawasan
budidaya dan kawaan lindung dalam terminologi tata ruang. Selanjutnya, kawasan lindung terdiri dari
hutan lindung yang fungsi utamanya adalah pengaturan siklus hidrologis dan hutan konservasi yang
fungsi utamanya adalah konservasi keanekaragaman hayati. Secara skematis, rencana penggunaan
tanah yang dituangkan pada peta rencana tata ruang adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Budidaya
(a) Non Kehutanan
(b) Kehutanan

i. Hutan Tanaman
ii. Hutan Alam

2. Kawasan Lindung
(a) Hutan Lindung
(b) Hutan Konservasi

Skema alokasi tanah seperti di atas secara implisit mengatakan bahwa jenis jasa utama yang di-
harapkan dari suatu alokasi berbeda dengan jenis jasa utama yang diharapkan dari alokasi lainnya.
Sebagai contoh, kawasan budidaya non kehutanan diharapkan dapat memberikan jasa yang dapat
diperdagangkan, sedangkan jasa perlindungan biodiversitas adalah tidak relevan. Sementara, tanah
yang dialokasikan untuk hutan konservasi diharapkan dapat memberikan jasa perlindungan biodiver-
sitas maksimum, tetapi produksi jasa yang dapat diperdagangkan kurang relevan. Tabel 1 menyajikan
relevansi suatu jasa ekosistem dalam kaitannya dengan alokasi tanah.

Tabel 1: Relevansi Jasa Ekosistem terhadap Alokasi Tanah

Alokasi
Jasa Ekosistem

Pendukung Pengaturan Penyediaan Kultural
Kawasan Budidaya

Non Kehutanan Rendah Tinggi Rendah
Kehutanan

Alam Sedang Sedang Sedang
Tanaman Rendah Tinggi Rendah

Kawasan Lindung
Hutan Lindung Tinggi Rendah Sedang
Hutan Konservasi Sedang Rendah Sedang

1



Relevansi mempertimbangkan jasa ekosistem dalam kaitannya dengan alokasi tanah ini penting
dalam menghitung kerugian akibat kerusakan hutan (de Groot et al., 2010) . Perubahan hutan di
atas tanah yang telah dialokasikan bagi kawasan budidaya non-kehutanan menjadi tidak relevan di-
perhitungkan sebagai kerugian pada level manajemen lapangan. Nilai jasa ekosistem hutan tersebut
seharusnya sudah terpertimbangkan dalam pembuatan keputusan alokasi tanah, sehingga pada level
pengambilan keputusan yang lebih rendah jasa ekosistem tersebut sudah tidak perlu dipertimbangkan
lagi. Selama ini terjadi ketidakjelasan pada level mana jasa ekosistem digunakan dalam pengambilan
keputusan; ada kecenderungan jasa ekosistem digunakan di semua level pengambilan keputusan, se-
hingga menimbulkan inkonsistensi penggunaan tanah; ada kerugian lingkungan akibat dari rusaknya
hutan alam di kawasan budidaya non-kehutanan.

Asumsikan terjadi pelanggaran penggunaan tanah secara ilegal; satu di hutan konservasi, yang
lain di wilayah yang diperuntukan bagi kawasan budidaya non-kehutanan. Akibat kegiatan ilegal
tersebut maka terjadi kerusakan hutan yang datanya ditampilkan pada Tabel 2. Berapa kerugian
lingkungan yang berasal dari tiga jenis jasa ekosistem, yakni biodiversitas, simpanan karbon, dan
kayu bulat? Untuk jasa penyimpanan karbon mungkin dapat dianggap sama. Tetapi bagaimana
dengan jasa biodiversitas dan penghasil kayu bulat? Kita tahu bahwa bagi kawasan budidaya, jasa
biodiversitas tidak relevan. Sementara itu, hutan konservasi tidak diharapkan menghasilkan kayu,
sehingga nilai kayu bulat menjadi tidak relevan.

Tabel 2: Faktor Peruntukan Tanah dalam Valuasi Jasa Ekosistem

Jasa Ekosistem Satuan
Hutan Konservasi Kawasan Budidaya
Awal Akhir Awal Akhir

Biodiversity Jenis 200 0 200 0
Simpanan karbon ton/ha 500 0 500 0
Kayu bulat m3/ha 100 0 100 0

2.2 Metoda Land Clearing

Mari kita periksa contoh hipotetis disajikan pada Tabel 3 berikut ini. Agen yang telah mendapat
izin pembangunan tanaman, perkebunan atau hutan tanaman, melakukan land clearing dengan dua
cara berbeda, yakni dengan pembakaran dan tanpa pembakaran atau konvensional. Jika terhadap dua
jenis jasa ekosistem, biodiversitas dan simpanan karbon, kedua metoda land clearing menghasilkan
perubahan yang sama, maka apakah kerugian dari dua jasa ekosistem tersebut sama atau berbeda?
Karena perubahan yang terjadi sama, maka nilai kerugiannyapun, dari dua jenis jasa ekosistem di-
maksud, seharusnya juga sama. Oleh karena itu, jika agen yang menggunakan metoda land clearing
konvensional tidak diberi sanki atas kerugian dari kedua jenis jasa ekosistem tersebut, maka seha-
rusnya agen yang melakukan land clearing dengan pembakaran juga tidak dapat diberi sanki untuk
memberikan ganti rugi atas hilangnya kedua jasa ekosistem tersebut.

Tabel 3: Faktor Metoda Land Clearing dalam Valuasi Jasa Ekosistem

Jasa Ekosistem Satuan Awal
Land clearing

Pembakaran Konvensional
Biodiversitas Jenis 100 1 1
Simpanan karbon ton/ha 500 0 0

Bahwa pembakaran hutan merupakan tindakan melawan hukum dan masih menimbulkan kerugian
lain, maka sanki hukum dan kerugian yang harus dibayarkan tidak mencakup dua jenis jasa ekosistem
dalam tabel. Kerugian lain, misalnya, dalam bentuk terjadinya asap sehingga menyebabkan orang
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menderita saluran pernafasan dan terganggunya transportasi, terutama udara. Penegakan hukum
tidak boleh membabi buta sehingga menciptakan ketidakadilan baru.

2.3 Lokasi

Gempa berkekuatan 7,0 Skala Richter pada kedalaman 10 yang terjadi di daerah padat penduduk
dan di daerah jarang penduduk. Hal serupa, dengan arah sebaliknya, juga terjadi dengan jasa eko-
sistem; ekosistem yang sama yang lebih dekat dengan komunitas manusia memiliki nilai yang lebih
tinggi dibandingkan dengan ekosistem yang letaknya jauh dari komunitas manusia. Oleh karena itu,
dalam melakukan valuasi jasa ekosistem, maka komunitas penerima manfaat perlu diidentifikasi de-
ngan tepat terlebih dahulu. Besar kecilnya manfaat atau kerugian tergantung pada jumlah penerima
manfaat atau jumlah penderita kerugian. Hal ini penting untuk mengagregasikan permintaan atau
WTP, baik untuk jasa yang dapat diekstraksi maupun yang tidak dapat diekstraksi. Beberapa jasa
bersifat global, sehingga penerima manfaatnya tidak dapat didefinisikan dengan jelas, sebagaimana
pemanfaat rotan misalnya.

Disamping jumlah penerima manfaat, tingkat pendapatan dari penerima manfaat juga sangat me-
nentukan WTP. Secara umum, untuk jasa yang bersifat normal, semakin tinggi tingkat pendapatan
semakin tinggi pula WTP terhadap jasa tersebut. Ekosistem di lokasi yang berbeda sangat mung-
kin memiliki penerima manfaat yang punya pendapatan berbeda juga sehingga memiliki WTP yang
berbeda-beda juga (lihat Pattanayak and Kramer, 2001).

3 Siapa yang Bertanggung Jawab?

Dalam teori ekonomi lingkungan, ada tiga prinsip yang dapat digunakan untuk mengatasi pence-
maran atau kerusakan lingkungan, yakni prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), prinsip
korban membayar (victim pays principle), dan prinsip pengguna membayar (user pays principle) (Car-
raro and Soubeyran, 1996; Mishan, 1971; Steenge, 1997). Prinsip pencemar membayar sangat umum
dan mudah dimengerti, terutama dalam kasus pencemaran lingkungan oleh bahan kimia. Sebaliknya,
prinsip korban membayar lebih sulit dipahami, apalagi diterima. Bahkan, Medema (2014) menyatakan
bahwa prinsip korban membayar adalah tidak etis.

Ketika terjadi eksternalitas negatif dalam proses produksi, antara pencemar dan korbannya dapat
bernegosiasi untuk menentukan tingkat ourput oprimal yang berasosiasi dengan tingkat pencemar-
an dan kompensasi yang harus dibayarkan oleh korban pencemaran untuk mencapai tingkat output
yang dimaksudkan. Ini prinsip pencemar membayar. Dapat juga terjadi sebaliknya, yakni masya-
rakat yang terkena pencemaran meminta pencemar untuk mengurangi pencemarannya hingga level
yang dikehendaki dengan memberikan kompensasi atas penurunan pencemaran tersebut. Ini prinsip
korban membayar. Apakah kedua pendekatan tersebut memberikan solusi, dalam pengertian tingkat
pencemaran, yang sama?

Coase theorem menyatakan bahwa solusi dari dua pendekatan, pencemar membayar atau kor-
ban membayar, adalah sama dan Pareto Optimal, yakni ketika semua potensi kesejahteraan telah
termanfaatkan. Dengan demikian, eksternalitas bukan lagi penghalang bagi tercapainya efisiensi pe-
nuh (Randall, 1974). Tetapi dalam realitanya tidak sama, terutama karena barang atau jasa yang
ditransaksikan tidak memiliki pasar. Ketika ditanya tentang kerugian yang diderita akibat pence-
maran untuk mendapat kompensasi, maka nilainya cenderung dibesarkan. Sementara ketika ditanya
tentang berapa manfaat barang atau jasa ketika tidak terjadi pencemaran sebagai dasar untuk membe-
ri kompensasi kepada pencemar agar menurunkan tingkat pencemarannya, maka nilanya cenderung
direndahkan. Menjadi valid pertanyaan yang diajukan oleh Polinsky and Shavell (1994), besarnya
tanggung jawab didasarkan pada kerugian korban atau manfaat yang diperoleh pelaku?

Selain sebagai prinsip dalam ekonomi lingkungan, pencemar membayar juga merupakan prinsip
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dalam hukum lingkungan. Dalam ekonomi lingkungan, pencemar membayar dibahas sebagai prinsip
efisiensi internalisasi biaya lingkungan. Sebagai prinsip hukum, pencemar membayar diperlakukan
sebagai suatu prinsip bagi alokasi biaya pencegahan polusi, dan bagi tanggung jawab dan kompensasi
bagi kerusakan lingkungan. Umumnya, pencemar membayar dipandang sebagai prinsip penting dan
tepat dalam perspektif perlindungan lingkungan. Belakangan, sejumlah negara berkembang telah
memperluas prinsip pencemar membayar untuk menciptakan kewajiban kepada negara untuk memberi
kompensasi korban dari kerusakan lingkungan (Luppi et al., 2012).

Prinsip pengguna membayar merupakan suatu pendekatan pemberian harga berdasarkan pada
ide bahwa alokasi sumberdaya paling efisien terjadi bila konsumen membayar penuh barang atau jasa
yang mereka konsumsi. Pengguna jalan tol harus membayar merupakan aplikasi dari prinsip ini yang
sangat mudah dipahami (Fackler and Niemeier, 2014; Leiman, 2003). Bagaimana dengan pengguna
jalan raya umum yang bukan tol? Salah satu caranya adalah melalui pajak bahan bakar. Idealnya,
seorang pengendara pada jaringan jalan raya harus diminta membayar sesuai dengan penggunaan fasi-
litas (jarak yang ditempuh) dan faktor beban (tingkat penyusutan yang ditimbulkan). Konsep prinsip
pengguna membayar sangat elegan dalam teori tetapi mengimplementasikan sistem yang efisien untuk
menarik pembayaran dari pengguna jalan merupakan tantangan dari waktu ke waktu. Prinsip peng-
guna atau penerima manfaat membayar tidak boleh dilakukan dengan paksaan yang dapat mengambil
berbagai bentuk (Butt, 2014).

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, penerapan prinsip-prinsip di atas umumnya diselenggarakan
melalui keterlibatan pemerintah. Prinsip pencemar membayar dilakukan dalam bentuk pajak ling-
kungan atau Pigovian Tax. Pajak karbon adalah salah satu bentuk pajak lingkungan. Sebagaimana
telah disinggung sebelumnya, pajak bahan bakar juga dapat digunakan untuk menjalankan prinsip
pengguna membayar. Dengan kata lain, satu instrumen kebijakan dapat melayani satu atau lebih
tujuan yang berbeda.

Dalam kasus kebakaran lahan, korban kebakaran dapat menjadi tersangka dan akhirnya terkena
sanksi, bahkan hingga sanksi pidana. Kebakaran tersebut awalnya terjadi di luar property seseorang,
tetapi akhirnya merembet hingga membakar property orang yang bersangkutan. Alasan yang diguna-
kan untuk menghukum seseorang karena propertynya terbakar akibat api yang merembet dari areal
di luar propertynya adalah tidak bertanggung jawab menjaga propertynya. Ini argumen di balik strict
liability yang diadopsi di Indonesia (Romsan et al., 2019), bahwa pengenaan tanggung jawab pada
salah satu pihak tanpa menemukan kesalahan (seperti kelalaian atau niat buruk). Penggugat hanya
perlu membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum itu terjadi dan bahwa terdakwalah yang ber-
tanggung jawab. Tetapi mengapa argumen ini tidak berlaku bagi pejabat yang gagal menjaga areal
dalam kekuasaannya dari kebakaran.

Menurut Boyer and Porrini (2002), strict liability biasanya diterapkan pada risiko yang diciptakan
oleh aktivitas berbahaya yang tidak normal terhadap terdakwa untuk semua cedera yang disebab-
kan oleh perilaku mereka. Sistem ini memiliki keunggulan internalisasi risiko lingkungan baik dari
sudut pandang insentif maupun kompensasi. Di sisi lain, ia memiliki banyak kelemahan. Pertama,
sistem bergantung pada sistem penanganan kasus per kasus. Kedua, mungkin ada masalah dalam
menentukan hubungan sebab akibat. Ketiga, hal itu dapat menyebabkan putusan yang tidak konsis-
ten, menyebabkan penundaan yang lama dalam proses pengadilan dan mungkin lebih menguntungkan
bagi pengacara dan ahli daripada bagi para korban.

4 Tinjauan Regulasi Pemerintah

Hukum dan kebijakan yang memadai tentang jasa ekosistem adalah diperlukan mengingat peran-
nya bagi keberlanjutan peradaban manusia. Kehadiran hukum dan kebijakan yang memadai tersebut
di banyak tempat sulit terwujud, yang oleh Costanza disebut sebagai jebakan sosial (social trap) (Ruhl
et al., 2013). Tetapi, tanpa kejelasan dan pemahaman yang memadai, jasa ekosistem telah digunakan
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dalam penegakan hukum di Indonesia dengan cara yang sangat heroik, jauh dari ilmiah, dan sangat
tidak adil. Belum ada pejabat pemerintah yang dihukum akibat sebagai konsekuensi dari terbakarnya
areal di bawah tanggung jawabnya, padahal kejadiannya sangat banyak. Sebaliknya, sanksi yang sa-
ngat tidak masuk akal sering dijatuhkan kepada pihak swasta. Terdapat indikasi adanya malapraktik
dari aturan yang ada.

Tinjauan peraturan akan difokuskan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 tahun 2014,
khususnya pada kasus kebakaran hutan mengingat kasus ini banyak terjadi dengan nilai kerugian
lingkungan yang sangat spektakuler dan sulit diterima nalar sehat, sehingga sangat sulit, untuk tidak
mengatakan tidak dapat, dieksekusi. Secara umum, Permen Lingkungan Hidup No 7 tahun 2014
memiliki kelemahan mendasar, yakni.

1. Tidak membedakan rencana tata ruang atau peruntukan tanahnya. Perbedaan rencana tata
ruang atau peruntukan tanah menyiratkan perbedaan kondisi akhir yang akan terjadi dan jasa
ekosistem yang diharapkan. Identifikasi jasa ekosistem yang relevan untuk divaluasi ditentukan
oleh rencana tata ruang atau peruntukan tanahnya.

2. Tidak jelas kondisi awal yang dijadikan acuan. Hal ini sangat vital untuk kasus kerusakan hutan
yang terjadi di hutan lindung dan hutan konservasi, yang perlu dikembalikan kepada kondisi
awal. Sementara itu, untuk tanah yang direncakan untuk kawasan budidaya non kehutanan
atau kawasan budidaya hutan tanaman maka jasa ekosistem yang berkaitan dengan lingkungan
adalah tidak relevan.

3. Menjumlah nilai jasa ekosistem yang sama dari dua pendekatan yang berbeda. Biaya pemulihan
merupakan salah satu metoda valuasi jasa ekosistem (Abdullah et al., 2011; Ansink et al., 2008;
Farber et al., 2006; Gómez-Baggethun et al., 2016; Koetse et al., 2015; Kumar and Wood,
2010), tetapi hasilnya dijumlahkan dengan nilai jasa lingkungan yang dihitung dengan cara lain.
Akibatnya terjadi penghitungan ganda.

Disamping kelemahan tersebut di atas, implementasi penghitungan kerugian lingkungan sering
tidak memperhitungkan lokasi kejadiannya, perbedaan antara jasa antara atau jasa akhir, antara eks-
ternalitas dan internalitas. Lokasi akan mempengaruhi jumlah penerima manfaat dan jasa ekosistem
yang relevan dinilai. Selanjutnya, kegagalan membedakan antara jasa antara dan jasa akhir menye-
babkan penghitungan ganda. Akhirnya, suatu perubahan belum tentu menghasilkan eksternalitas,
tetapi mungkin saja menimbulkan internalitas. Suatu internalitas timbul manakala seorang indivi-
du tidak mempertimbangkan dampak dari tindakannya saat ini pada dirinya, baik positif maupun
negatif, di kemudian hari (Allcott et al., 2019).

Sebagaimana telah disampaikan di valuasi jasa ekosistem, maka valuasi kerugian lingkungan ini
juga tidak semudah yang diperkirakan. Bukan sekedar mengali-jumlahkan antara luas wilayah yang
terbakar dengan tarif-tarif dalam satu tabel standar yang berlaku untuk semua tempat dan keadaan.
Melakukan valuasi jasa ekosistem yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan ekosistemnya itu sendiri
masih ada saja sudah sangat rumit, apalagi melakukan valuasi kehilangan jasa ekosistem yang eko-
sistemnya sudah rusak atau hilang akibat kebakaran dengan melibatkan satu atau dua orang tenaga.
Tetapi sudah bukan sesuatu yang aneh, bahwa sesuatu yang tidak mungkin terjadi dapat saja terjadi
di negeri ini.

Setelah mengamati beberapa kasus perhitungan kerugian lingkungan akibat kerusakan hutan di-
temukanlah kejanggalan. Nilai kerugian lingkungan per hektar adalah sama, terlepas dari lokasi dan
keadaan awal hutannya. Tentu saja hal ini janggal. Setelah dicermati lebih lanjut, ternyata angka-
angka yang digunakan sebagai contoh perhitungan dalam Permen 7 tahun 2014 digunakan begitu saja
dalam perhitungan kerugian lingkungan di dunia nyata. Ini suatu pendekatan perhitungan kerugian
lingkungan yang sederhana dan sekaligus salah.

5



5 Penutup

Mempertimbangkan kerugian lingkungan dalam pengambilan keputusan sangatlah penting. Te-
tapi perhitungan kerugian lingkungan harus dilakukan dengan sangat hati-hati; jangan sampai nafsu
mendapatkan angka kerugian yang besar mengalahkan akal sehat. Valuasi ekonomi jasa ekosistem
sebagai landasan penghitungan kerugian lingkungan masih menjadi perdebatan para pakar.
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